
SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR7TAHUN2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa daIam rangka pelaksanaan program dan kegiatan

administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan

Pasal 87A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, perlu ditunjuk dan

ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh

kabupaten/kota;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 5

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, maka Menteri dapat mendelegasikan

kewenangan penunjukan dan penetapan Kuasa Pengguna

Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada bupati/

walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pendelegasian Wewenang



Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran

Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksaaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5010) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5423);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 564);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Dan Penugasan

Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENUNJUKAN DAN

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS

PEMBANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah provinsi di bidang

administrasi kependudukan.

2. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian

sebagian kewenangan penetapan Kuasa Pengguna

Anggaran Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dalam rangka pelaksanaan program dan

kegiatan administrasi kependudukan.
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3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran yang

digunakan acuan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai

pelaksanaan APBN.

4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

adalah bagian dari suatu unit organisasi pada

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program Kementerian Dalam Negeri serta memiliki

kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja di Provinsi yang

melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan

Lingkup Kementerian Dalam Negeri, dan Satuan Kerja di

Kabupaten/Kota yang melaksanakan Tugas Pembantuan

lingkup Kementerian Dalam Negeri yang dibiayai dari

DIPA Kementerian Dalam Negeri.

6. Instansi Pusat adaIah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga non struktural.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Direktur Jenderal adalah Pimpinan Tinggi Madya selaku

Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I pada Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kementerian Dalam Negeri.

9. Kepala Satuan Kerja Unit Eselon I Pembina adalah

Pimpinan Tinggi Madya pada Satuan Kerja Unit Eselon I

pembina kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
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10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya

dismgkat Kepala SKPD, adalah Pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Lingkup Pemerintahan Provinsi dan/atau

Kabupaten/Kota yang dibiayai dari DIPA Direktorat

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri.

11. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah

Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu

tingkat di bawah Kepala SKPD yang melaksanakan

kewenangan dan tanggungjawab atas penggunaan dan

pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DlPA

dekonsentrasi dan tugas pembantuan Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam

Negeri.

12. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi dan tugas

pembantuan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah

Pejabat Struktural pada SKPD Pelaksana kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberi

kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas

beban belanja negara.

13. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang selanjutnya

disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil dalam

lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan

kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah

pembayaran.

14. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi dan tugas

pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup

SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai

sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk
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keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan

DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

15. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan

visi dan misi Kementerian/ Lembaga yang rumusannya

mencerminkan tugas dan fungsi unit organisasi eselon I

atau unit Kementerian/ Lembaga yang berisi satu atau

beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator

Kinerja yang terukur.

16. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang

rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon

II/ satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/

Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai

Keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur.

17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang

menduduki jabatan yang setara dengan eselon II.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Menteri Dalam Negeri mendelegasikan wewenang kepada

bupati/ walikota untuk melakukan penunjukan dan

penetapan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil kabupaten/ kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

(2) Penunjukan dan penetapan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dketapkan dengan keputusan

bupati / waliko ta.
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Pasal 3

Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) di atas menetapkan:

a. menetapkan PPK;

b. menetapkan PPSPM;

c. menetapkan pejabat pengadaan barang/ jasa;

d. menetapkan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan;

e. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

f. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana

pencairan dana;

g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran Belanja Negara;

h.melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran

atas beban anggaran negara;

i. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

j. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

k. menyusun laporan keuangan.

Pasal 4

(1) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tidak terikat periode tahun anggaran.

(2) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang

ditetapkan sebagai KPA pada saat pergantian periode

tahun anggaran, penetapan KPA tahun anggaran yang

lalu masih tetap berlaku.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2016.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2016.

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2016 NOMOR 255,

SaIinan sesuai dengan aslinya
KEPALABI^OHUKUM, '

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.


